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PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH 
NOMOR 09 TAHUN 2019 

TENTANG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH TENGAH 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI ACEH TENGAH, 

Menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efesiensi dan 
akuntabilitas kinerja pelayanan publik pada Dinas Perhubungan 
Kabupaten Aceh Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas 
Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah. 

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan 
Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3034; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4633); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
5038); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara 
Republik Indonesia Nomor 5589); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114); 

6. Peraturan 



6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintahan; 

7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 
Nomor 87); 

8. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 26 Tahun 2017 tentang 
Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada 
Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL 
PROSEDUR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH 
TENGAH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah. 
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah 

Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh 
Tengah yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh 
Tengah. 

3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah. 
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah. 
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah 

serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses 
penyelenggaraan kegiatan dan/atau aktivitas yang bersifat rutin dan 
berulang-ulang bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh 
siapa dilakukan. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud dari ditetapkannya peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman bagi 
dinas dalam melaksanakan pelayanan publik. 

Pasal 3 

Tujuan SOP pada dinas adalah: 
a. terwujudnya kejelasan dalam pelaksanaan tugas pelayanan;dan 
b. terciptanya kepastian hukum terhadap pengguna dan/atau masyarakat 

dalam memperoleh pelayanan. 

BAB 111 



BAB III 
RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

Ruang lingkup SOP pada dinas meliputi : 

1. SOP Pemungutan Retrebusi Terminal; 

2. SOP Penetapan Pengoprasian Lokasi Prasarana Terminal dan Parkir untuk 
Umum, 

3. SOP Penetapan Rencana Terminal dan kelas jalan Angkutan Umum; 

4. SOP Penetapan Lokasi Rencana Induk Terminal Angkutan Barang dan 
Penumpang; 

5. SOP Pengembangan Lingkungan Perhubungan: 

6. SOP Pemasangan Pita Peringatan pada Jalan yang Rawan Bencana; 

7. SOP Penggantian Uang Persediaan atau Ganti Uang (GU) 

8. SOP Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas; 

9. SOP Pencairan dan Pembayaran Gaji PNS; 

10. SOP Pengajuan Pencairan dan Penerimaan Uang Persediaan (UP); 

11. SOP Penyusunan Laporan Realisasi Pisik dan Keuangan; 

12. SOP Penyusunan RKA; 

13. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip); 

14. SOP Pembuatan Surat Kenaikan Pangkat ASN, 

15. SOP Pemeliharaan Taman Kantor, 

16. SOP Pelaksanaan Pekerjaan Supir; 

17. Pelaksanaan Pekeijaan Clining Service; 

18. SOP Pelaksanaan Cuti Besar, 

19. SOP Pelaksanaan Cuti Diluar tanggungan Negara; 

20. SOP Pelaksanaan Cuti Melahirkan; 

21. SOP Pelaksanaan Cuti Sakit; 

22. SOP Pelaksanaan Cuti Karena Alasan Lain; 

23. SOP Pelaksanaan Cuti Tahunan, 

24. SOP Penerbitan Surat Tugas;dan 

25. SOP Kenaikan Gaji Berkala. 
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BAB IV 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

Pasal 5 

Dalam peraturan bupati ini ditetapkan SOP dan bagan alir pada dinas 
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
dapat terpisahkan dari peraturan bupati ini. 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh 
Tengah. 

Ditetapkan di Takengon 
pada tanggal 18 November 2 19 

BUPATI ACEH TENGAH, 

SHABELA ABUBAKAR 

Diundangkan di Takengon 
pada tanggal / November 2019 

it) SEKRETA IS DAERAH 

KARIMNSYAH. I 

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 796 


